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ABSTRACT 

Extradition is a formal process where a criminal offender is surrendered to the country where the crime occurred 

for trial or punishment. Extradition agreements facilitate the capture and prosecution of offenders who flee to 

another country beyond national jurisdiction. When offenders escape abroad, it causes a loss to the home country, 

as they have violated the law based on the locus delicti. Notably, corruption crimes serve as a prominent example, 

considered an extraordinary threat affecting global society. Emphasizing the importance of extradition and asset 

recovery, international cooperation mechanisms, particularly governed by Article 43(1) of the UNCAC, form a 

crucial foundation for seizing criminal assets from other countries. Keywords: Extradition, Corruption Crimes, 

UNCAC. 
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ABSTRAK 

Ekstradisi adalah proses formal di mana pelaku kejahatan diserahkan kepada negara tempat kejahatan dilakukan 

untuk diadili atau menjalani hukuman. Perjanjian ekstradisi memberikan kemudahan bagi negara-negara yang 

telah menjalin kesepakatan tersebut, memfasilitasi penangkapan dan pengadilan pelaku kejahatan yang melarikan 

diri ke luar yurisdiksi nasional. Ketika pelaku melarikan diri ke negara lain, ini mengakibatkan kerugian bagi 

negara asal yang tidak dapat menangkapnya, karena pelaku telah melanggar hukum berdasarkan tempat kejadian 

kejahatan (locus delicti). Tindak pidana korupsi menjadi contoh kasus mencolok, dianggap sebagai ancaman luar 

biasa yang merugikan masyarakat global. Dalam menegakkan hukum terhadap pelaku yang melarikan diri ke luar 

negeri, pentingnya ekstradisi dan pengembalian aset menjadi signifikan. Mekanisme kerjasama internasional, 

terutama dalam penanganan tindak pidana korupsi, diatur oleh Pasal 43(1) UNCAC, memberikan dasar penting 

dalam pengambilalihan aset tindak pidana dari negara lain. 

Kata kunci: Extradisi, Korupsi, UNCAC. 

 

 

PENDAHULUAN 

Tindakan korupsi merupakan ancaman terhadap prinsip-prinsip demokrasi yang 

mementingkan transparansi, akuntabilitas, dan integritas, serta keamanan dan stabilitas negara 

Indonesia. Korupsi dianggap sebagai kejahatan sistemik yang dapat merugikan pembangunan 

berkelanjutan, sehingga dibutuhkan pendekatan penanganan yang komprehensif, terstruktur, 

dan berkelanjutan (Sosiawan, 2020). Korupsi, atau upaya pemberantasannya, merupakan 

fenomena sosial yang telah merasuk dalam budaya bangsa. Penanganannya dalam kerangka 

penegakan hukum seharusnya mencerminkan pemahaman yang tertanam dalam norma-norma 

yang ada. Ketiadaan pemahaman yang memadai dapat mengakibatkan stagnasi atau bahkan 

dekadensi dalam konsep dan upaya pemberantasan korupsi (Susanti, 2014). Kritik terhadap 

tindak pidana korupsi sering ditujukan kepada sektor penegakan hukum beserta pelaku dan 

struktur internal yang terlibat. Indonesia, sebagai negara yang mengalami tantangan dalam 

kasus korupsi antara tahun 2007 hingga 2014, berusaha mengimplementasikan kerjasama 

ekstradisi sebagai komponen penegakan hukum dalam penanganan korupsi (Wicaksana, 2016). 
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Menurut penjelasan umum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 mengenai Komisi 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juga ditegaskan bahwa peningkatan tindak pidana 

korupsi yang tidak terkendali dapat menyebabkan bencana tidak hanya terhadap kehidupan 

perekonomian nasional, melainkan juga terhadap kehidupan bersama dan stabilitas negara 

secara keseluruhan.(Sahati, 2020) menyoroti perlunya instrumen hukum luar biasa 

(extraordinary legal instrument) dalam upaya pemberantasan korupsi, sepanjang instrumen 

tersebut sesuai dengan standar universal. 

Korupsi telah menjadi isu global yang perlu diatasi melalui kerjasama internasional. 

Kejahatan ini tidak hanya merugikan suatu negara secara internal, tetapi juga memiliki dampak 

lintas negara dalam aspek politik dan ekonomi. 

Meskipun Indonesia telah meratifikasi UNCAC dan melibatkan diri dalam perjanjian 

ekstradisi, proses pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi masih menghadapi kendala 

hubungan antarnegara, faktor politik, dan niat baik dari negara yang bersangkutan. Kerjasama 

internasional dalam konteks mekanisme hukum internasional perlu lebih ditingkatkan, 

sementara masalah ekstradisi dan kesulitan melacak aset di luar negeri menunjukkan adanya 

gap dalam penegakan hukum antarnegara.  

Kejahatan korupsi merupakan permasalahan serius di berbagai negara, termasuk 

Indonesia, dan dianggap sebagai tindak kejahatan yang luar biasa atau "Extraordinary Crime" 

karena dapat menghambat kemajuan dalam aspek ekonomi, sosial, dan politik sulatul nelgara 

(Sulkmadelwi elt al., 2023). Ulntulk melmelrangi korulpsi yang melrulsak strulktulr elkonomi, sosial, 

dan politik, nelgara-nelgara pelrlul saling melmpelrcayai dan melmbelrikan dulkulngan. Dampak 

korulpsi ini lintas nelgara, melmelngarulhi baik aspelk politik maulpuln elkonomi selcara belrsamaan. 

Ulmulmnya, seltiap nelgara melngakuli kelbultulhan akan kelrjasama antarnelgara dalam ulsaha 

pelncarian, pelnangkapan, dan pelnyelrahan pellakul keljahatan. Dalam rangka melncapai tuljulan 

telrselbult, tiap nelgara melnyulsuln Ulndang-Ulndang Elkstradisi dan melnelgakkan Pelrjanjian 

Elkstradisi delngan nelgara lain (Gulnawan & Rosra, 2022). 

Pelrjanjian elkstradisi antara Indonelsia dan Korela Sellatan diatulr olelh Ulndang-Ulndang No. 

42 Tahuln 2007, selmelntara delngan Relpulblik Rakyat Tiongkok (RRC) diatulr olelh Ulndang-

Ulndang No. 8 Tahuln 2006. Agar NCB-Intelrpol Indonelsia dapat melnjalankan tulgasnya dalam 

pelnanganan kasuls tindak pidana korulpsi delngan lelbih elfelktif dan elfisieln, telrultama keltika 

pellakul mellarikan diri kel lular wilayah Indonelsia, kelrjasama dipelrlulas delngan instansi telrkait. 

NCB-Intelrpol Indonelsia belkelrja sama delngan instansi-instan selpelrti Ditjeln Bela dan Culkai, 

Bank Indonelsia, Ditjeln Imigrasi, Kelmelntelrian Hulkulm dan HAM, selrta instansi lainnya yang 

rellelvan dalam pelnanganan kasuls tindak pidana korulpsi di Indonelsia. Keltelrlibatan peljabat dari 

instansi-instan telrselbult dianggap pelnting dalam strulktulr NCB-Intelrpol Indonelsia (Panggabelan, 

2018). 

 

 

METODOLOGI PENELITIAN 

Pelnellitian ini dirancang selbagai pelnellitian hulkulm yulridis-normatif, yang 

melngimplikasikan pelndelkatan pelnellitian hulkulm yang telrfokuls pada analisis bahan pulstaka 

ataul data selkulndelr. Sulmbelr data yang digulnakan belrasal dari dokulmeln-dokulmeln relsmi, 

kolelksi pelrpulstakaan, pelratulran pelrulndang-ulndangan, karya ilmiah, artikell, dan dokulmeln 

telrkait lainnya. Prosels pelngulmpullan dan analisis data dilakulkan mellaluli telknik stuldi pulstaka 

dan dianalisis selcara delskriptif. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Pengaturan tindak pidana korupsi diIndonesia. 

Melskipuln aparat pelnelgak hulkulm tellah mellakulkan belrbagai ulpaya ulntulk melnelgakkan 

hulkulm selbagai fondasi dalam ulpaya pelmbelrantasan tindak pidana korulpsi, hasilnya bellulm 

telrlihat melmulaskan masyarakat dan tidak melnghasilkan elfelk jelra bagi para pellakul korulpsi 

yang melrajalella di belrbagai selktor pelmbangulnan. Praktik korulpsi selmakin marak, dan kondisi 

ini dapat diselbabkan olelh kellelmahan pelnelgakan hulkulm pada masa Ordel Barul dari tahuln 1965 

hingga 1997, di mana aparat pelnelgak hulkulm yang belrtulgas melmbelrantas keljahatan korulpsi 

telrbatas pada jaksa, selhingga pelnanganan kasuls-kasuls korulpsi tidak optimal. 

Sellama ini, ulpaya pelncelgahan dan pelnindakan telrhadap tindak pidana korulpsi di 

Indonelsia tellah dilakulkan selsulai delngan keltelntulan pelrulndang-ulndangan khulsuls yang 

dibelrlakulkan seljak tahuln 1957 dan tellah melngalami lima kali relvisi. Melskipuln delmikian, 

pelratulran pelrulndang-ulndangan telrselbult masih dianggap bellulm melmadai, telrultama karelna 

kulrangnya kelrja sama intelrnasional dalam hal pelngelmbalian aselt dari hasil tindak pidana 

korulpsi (Seltiawan & Afita, 2021). 

Konselp bangsa diartikan selbagai selkellompok orang yang tinggal di sulatul wilayah 

delngan pelmelrintahan dan melmiliki kelinginan ulntulk belrsatul. Melnulrult Bulng Karno, yang 

melngultip kata-kata Elrnelst Relnan, syarat ultama ulntulk dianggap selbagai selbulah bangsa adalah 

adanya kelinginan ulntulk belrsatul (lel delsir d’eltrel elnselmblel). Olelh karelna itul, kelbelradaan 

manulsia, wilayah, dan pelmelrintahan saja tidak culkulp ulntulk melmbelntulk sulatul bangsa.  

Pancasila julga melmainkan pelran pelnting dalam melngingatkan rakyat Indonelsia bahwa 

elselnsi hidulp manulsia bulkan hanya selbagai individul teltapi julga selbagai makhlulk sosial. 

Melskipuln telrdapat felnomelna di mana Pancasila telrpinggirkan dalam kelhidulpan masyarakat, 

bangsa, dan nelgara, dianggap selbagai delkorasi ataul pellelngkap dalam sulatul rulangan ataul 

ulpacara-ulpacara, teltapi selbelnarnya Pancasila melmiliki nilai yang lelbih dalam. Dampak dari 

minimnya pelrhatian telrhadap Pancasila antara lain adalah kelmelrosotan moral, pelnelkanan pada 

golongan dan kellompok telrtelntul, selrta mulncullnya pelrilakul korulptif dan tidak adanya rasa malul 

telrkait korulpsi, bahkan keltidakpeldullian telrhadap manipullasi (Walulyo, 2016). 

Delmikian pulla, UlUlD 1945 belrpelran selbagai hulkulm dasar yang melnjadi landasan ultama 

bagi bangsa Indonelsia dalam melngatulr kelhidulpan belrbangsa dan belrnelgara. Konselp 

kelnelgaraan yang telrcantulm dalam UlUlD 1945 melncakulp belrbagai aspelk kelhidulpan nelgara, 

telrmasulk politik, elkonomi, hulkulm, hak asasi manulsia, sosial buldaya, hankam, dan selbagainya. 

Belbelrapa keltelntulan dalam UlUlD 1945 melnjadi dasar konstitulsional dalam ulpaya 

pelmbelrantasan korulpsi delngan tuljulan melningkatkan kelseljahtelraan masyarakat.  

a. Melningkatkan kelrjasama intelrnasional khulsulsnya dalam mellacak, melmelbelkulkan, 

melnyita, dan melngelmbalikan aselt-aselt hasil korulpsi yang ditelmpatkan dilular nelgri.  

b. Melningkatkan kelrjasama intelrnasional dalam melwuljuldulkan tata pelmelrintahan yang 

baik.  

c. Melningkatkan kelrjasama intelrnasional dalam pellaksanaan elkstradisi, bantulan hulkulm 

timbal balik, pelnyelrahan narapidana, pelngalihan prosels pidana, dan pelnelgakan hulkulm.  

d. Melndorong telrjalinnya kelrjasama telknik dan pelrtulkaran informasi dalam pelncelgahan 

dan pelmbelrantasan korulpsi di bawah payulng kelrjasama pelmbangulnan elkonomi dan 

bantulan telknis pada lingkulp bilatelral, relgional, dan mulltilatelral.  

e. Harmonisasi pelrulndang-ulndangan nasional dalam pelncelgahan pelmelbelrantasan korulpsi 

selsulai delngan konvelnsi ini. 

f. Hak pelndidikan dimiliki olelh seltiap warga nelgara, selbagaimana dijellaskan dalam Pasal 

31 ayat (1). 

g. Pasal 33 UlUlD 1945, dalam Pelrulbahan kel-IV, melnyatakan bahwa elkonomi disulsuln 

selbagai ulsaha belrsama belrdasarkan asas kelkellulargaan. Cabang-cabang produlksi yang 

pelnting bagi nelgara dan yang melngulasai bulmi, air, selrta kelkayaan alam di dalamnya 
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dikulasai olelh nelgara. Pelrelkonomian nasional diatulr belrdasarkan delmokrasi elkonomi 

delngan prinsip kelbelrsamaan, elfisielnsi, keladilan, belrkellanjultan, belrwawasan lingkulngan, 

kelmandirian, selrta melnjaga kelselimbangan kelmajulan dan kelsatulan elkonomi nasional. 

h. Pasal 34 UlUlD 1945, dalam Pelrulbahan kel-IV, melnyatakan bahwa fakir miskin dan anak-

anak yang telrlantar akan dipellihara olelh nelgara. Nelgara belrkelwajiban melngelmbangkan 

sistelm jaminan sosial bagi sellulrulh rakyat dan melmbelrdayakan masyarakat yang lelmah 

selrta tidak mampul, selsulai delngan martabat kelmanulsiaan. Nelgara belrtanggulng jawab atas 

pelnyeldiaan fasilitas pellayanan kelselhatan, dan keltelntulan lelbih lanjult melngelnai 

pellaksanaan pasal ini diatulr dalam ulndang-ulndang (Walulyo, 2016). 

 

Pelratulran pelrulndang-ulndangan telrkait delngan isul korulpsi tidak hanya melnjadi masalah 

dalam lingkulp pelmelrintah Indonelsia, mellainkan julga melnjadi pelrhatian dalam skala dulnia 

intelrnasional. Melningkatnya kasuls korulpsi melnjadi ancaman telrhadap prinsip-prinsip 

delmokrasi yang melnelkankan transparansi, akulntabilitas, dan intelgritas, nilai-nilai yang saat ini 

ditelkankan olelh komulnitas intelrnasional. Komulnitas intelrnasional melnganggap korulpsi 

selbagai ancaman telrhadap stabilitas dan kelamanan masyarakat, eltika, keladilan, selrta 

melngganggul pelmbangulnan belrkellanjultan di bawah relzim hulkulm sulatul nelgara. Olelh karelna 

itul, selringkali dulnia intelrnasional melngadakan konvelnsi dan melrancang pelratulran ulntulk 

melnelkan praktik korulpsi yang telrjadi di belrbagai nelgara. 

Belbelrapa instrulmeln intelrnasional yang belrhulbulngan delngan ulpaya pelmbelrantasan 

korulpsi dan tellah diseltuljuli olelh pelmelrintah Indonelsia telrmasulk Ulniteld Nations Convelntion 

Against Corrulption (UlNCAC) tahuln 2003. UlNCAC telrselbult tellah direlsmikan olelh pelmelrintah 

Indonelsia mellaluli Ulndang-Ulndang Relpulblik Indonelsia Nomor 7 tahuln 2006 telntang 

pelngelsahan Ulniteld Nations Convelntion Against Corrulption, 2003 (konvelnsi Pelrselrikatan 

Bangsa-Bangsa anti korulpsi, 2003). Prosels ratifikasi konvelnsi ini melncelrminkan komitmeln 

nasional ulntulk melningkatkan relpultasi Indonelsia dalam arelna politik intelrnasional, dan dapat 

dianggap selbagai langkah ulntulk : 

a. Melmpelrkulat kelrjasama intelrnasional, telrultama dalam mellacak, melmbelkulkan, melnyita, 

dan melngelmbalikan aselt-aselt yang belrasal dari tindak korulpsi dan ditelmpatkan di lular 

nelgelri. 

b. Melningkatkan kelrjasama intelrnasional ulntulk melwuljuldkan tata pelmelrintahan yang baik. 

c. Pelningkatan kelrjasama intelrnasional dalam pellaksanaan elkstradisi, bantulan hulkulm 

timbal balik, pelnyelrahan narapidana, pelngalihan prosels pidana, dan pelnelgakan hulkulm. 

d. Melndorong kelrjasama telknis dan pelrtulkaran informasi dalam pelncelgahan dan 

pelmbelrantasan korulpsi di bawah payulng kelrjasama pelmbangulnan elkonomi dan bantulan 

telknis di tingkat bilatelral, relgional, dan mulltilatelral 

e. Melnyellaraskan pelrulndang-ulndangan nasional ulntulk pelncelgahan dan pelmbelrantasan 

korulpsi selsulai delngan keltelntulan dalam konvelnsi ini. 

 

2. Peran Perjanjian Ekstradisi Dalam Penegakan Hukum Pidana Internasional Terhadap 

pelaku Tindak Korupsi. 

Melnulrult UlUl RI No. 1 tahuln 1979 telntang Elkstradisi, pelngelrtian elkstradisi adalah 

"pelnyelrahan olelh sulatul nelgara kelpada nelgara yang melngajulkan pelrmintaan pelnyelrahan 

selselorang yang disangka ataul dipidana karelna mellakulkan sulatul keljahatan di lular wilayah 

nelgara yang melnyelrahkan dan dalam yulrisdiksi wilayah nelgara yang melminta pelnyelrahan 

telrselbult, karelna belrwelnang ulntulk melngadili dan melmidannya." 

Elkstradisi melnjadi rellelvan dalam pelnelgakan hulkulm telrhadap tindak pidana korulpsi. 

Kasuls-kasuls telrtelntul yang mellibatkan telrsangka korulpsi yang mellarikan diri kel lular yulrisdiksi 

nelgaranya dapat diatasi dan ditangkap delngan dasar hulkulm elkstradisi. Istilah elkstradisi belrasal 

dari bahasa Latin "elxtradelrel," yang telrdiri dari "elx" yang belrarti kellular dan "Tradelrel" yang 
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belrarti melmbelrikan ataul melnyelrahkan, delngan kata belnda "Elxtraditio" yang belrarti 

pelnyelrahan. Pelnggulnaan istilah elkstradisi ulmulmnya telrkait delngan pelnyelrahan pellakul 

keljahatan dari sulatul nelgara kelpada nelgara yang melminta pelnyelrahan. 

Selcara kelsellulrulhan, elkstradisi dapat didelfinisikan selbagai proseldulr formal dimana sulatul 

nelgara yang belrwelnang melnyelrahkan selorang telrsangka ataul telrpidana yang dituldulh 

mellakulkan keljahatan kelpada nelgara lain yang belrhak melmelriksa dan melngadili individul 

telrselbult (Sompotan, 2016). 

Istilah "timbal balik" melnulnjulkkan bahwa bantulan hulkulm dibelrikan delngan harapan 

akan ada imbal balik dalam situlasi telrtelntul, melskipuln tidak sellalul kondisi timbal-balik telrselbult 

melnjadi syarat ultama ulntulk melmbelrikan bantulan. Tanda tangan Pelrjanjian MLA melrulpakan 

salah satul cara di mana Pelmelrintah Relpulblik Indonelsia melngikatkan diri pada pelrjanjian 

intelrnasional, selsulai delngan keltelntulan yang diatulr dalam Pasal 3 Ulndang-Ulndang No. 24 

Tahuln 2000 telntang Pelrjanjian Intelrnasional (Hikmawati, 2019). 

Olelh karelna itul, dalam intelraksi dan dinamika hulbulngan intelrnasional, dipelrlulkan 

pelrmohonan elkstradisi dari nelgara yang melminta kelpada nelgara yang diminta. Delngan 

delmikian, keltelrbatasan keldaullatan telritorial dapat diatasi mellaluli kelrjasama delngan nelgara lain 

dalam prosels pelnelgakan hulkulmnya. Kelbelrhasilan dari kelrjasama pelnelgakan hulkulm telrselbult 

pada ulmulmnya tidak akan telrjadi tanpa adanya pelrjanjian bilatelral ataul mulltilatelral dalam 

pelnyelrahan pellakul keljahatan ataul dalam kelrjasama pelnyellidikan, pelnulntultan, dan pelradilan. 

Melskipuln pelrsyaratan pelrjanjian telrselbult tidak belrsifat multlak, kelrjasama pelnelgakan hulkulm 

dapat teltap dilaksanakan belrdasarkan bantulan timbal balik (relsiprositas) bahkan tanpa adanya 

pelrjanjian. 

Elkstradisi dilakulkan belrdasarkan sulatul "pelrjanjian" (trelaty) antara Nelgara Relpulblik 

Indonelsia dan nelgara lain, yang ratifikasinya diakuli mellaluli ulndang-ulndang. Jika tidak telrdapat 

pelrjanjian, elkstradisi masih dapat dilaksanakan belrdasarkan hulbulngan baik dan kelpelntingan 

Nelgara Relpulblik Indonelsia selsulai delngan Pasal 2 ayat 1 dan 2 Ulndang-Ulndang Elkstradisi. 

Elkstradisi dapat didasarkan atas pelrlulasan sulatul konvelnsi telrtelntul yang melnyatakan bahwa 

elkstradisi dapat dibelrikan dalam hal pellanggaran yang diselbult dalampelrjanjian (Pulspitasari, 

2022). 

Jika diulraikan lelbih lanjult, dapat diselbultkan bahwa tindak pidana korulpsi melmiliki 

karaktelristik khulsuls yang belrbelda dari hulkulm pidana ulmulm, selpelrti atulran hulkulm acara dan 

sulbstansi yang diatulr, delngan tuljulan ulntulk melminimalkan telrjadinya kelbocoran dan 

pelnyimpangan telrhadap kelulangan selrta pelrelkonomian nelgara.  

Pelrjanjian intelrnasional melngelnai elkstradisi melmiliki belrbagai belntulk. Salah satul 

contohnya adalah pelrjanjian bilatelral melngelnai elkstradisi antara Relpulblik Indonelsia dan 

Relpulblik Korela, yang tellah diakuli mellaluli Ulndang-Ulndang Nomor 42 Tahuln 2007. Belntulk 

lainnya adalah pelrjanjian intelrnasional mulltilatelral melngelnai elkstradisi, selpelrti Konvelnsi 

Elkstradisi Liga Arab dari tahuln 1952. Telrdapat julga pelrjanjian intelrnasional yang melncakulp 

relgullasi elkstradisi, selpelrti UlNCAC yang diratifikasi mellaluli Ulndang-Ulndang Nomor 7 Tahuln 

2006, yang melngatulr masalah elkstradisi dalam Pasal 44 UlNCAC. Sellain itul, pelngatulran 

melngelnai elkstradisi julga telrdapat pada Ulniteld Nations Modell Trelaty on Elxtradition (1990) 

(Parthiana, 1993). 

 

3. Peran Kerjasama Hukum Timbal Balik (Mutual Legal Assistance/MLA) dalam 

Restitusi Aset yang Diperoleh dari Tindak Pidana Korupsi 

Pelmbelrantasan korulpsi tellah melnjadi fokuls ultama dalam agelnda politik intelrnasional, 

telrcelrmin dalam belrbagai instrulmeln hulkulm, telrmasulk Konvelnsi OElCD telntang 

pelmbelrantasan sulap peljabat pulblik asing dan UlNCAC. Kelrjasama antarnelgara dalam 

pelnelgakan hulkulm dapat dilakulkan mellaluli Multulal Lelgal Assistancel Trelatiels (MLATs), 
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melmulngkinkan pelrtulkaran informasi dan bantulan dalam pelnyellidikan dan pelnulntultan tindak 

pidana korulpsi. 

Seljak tahuln 1990, Pelrselrikatan Bangsa-Bangsa (PBB)/Ulniteld Nations (UlN) tellah 

melnyulsuln sulatul modell pelrjanjian melngelnai Elkstradisi dan Bantulan Hulkulm Timbal Balik yang 

tellah melngalami relvisi dan pelnambahan isi sulbstansial dalam kelrangka hulkulmnya. Modell 

telrselbult dapat dijadikan relfelrelnsi dalam prosels pelmbulatan pelratulran pelrulndang-ulndangan 

telntang elkstradisi dan bantulan hulkulm timbal balik (Gulnawan & Rosra, 2022). 

UlNCAC melnjadi instrulmeln global pelrtama dalam melnghadapi tindak pidana korulpsi 

selcara komprelhelnsif, melnandakan harapan akan kelpatulhan ulnivelrsal. Multulal Lelgal Assistancel 

in Criminal Mattelrs (MLA) melmainkan pelran pelnting dalam kelrjasama intelrnasional, 

melncakulp pelnyellidikan, pelnulntultan, dan pelmelriksaan di delpan pelngadilan. Dalam 

UlNTOC/Palelrmo Convelntion tahuln 2000, MLA melncakulp seljulmlah aspelk, selpelrti pelrolelhan 

barang bulkti, pellaksanaan pelnellulsulran dan pelnyitaan, selrta idelntifikasi prosels keljahatan. 

Salah satul meltodel yang selring disarankan dalam belrbagai forulm intelrnasional dan 

konvelnsi PBB, selpelrti Ulniteld Nations Convelntion Against Transnational Crimel, 2000 

(UlNCATC) ataul Ulniteld Nations Convelntion Against Corrulption, 2003 (UlNCAC), tellah 

diadopsi selbagai prinsip yang diatulr olelh Pelmelrintah Indonelsia mellaluli Ulndang-Ulndang No. 

7 Tahuln 2006. Selsulai delngan keltelntulan UlNCAC, seltiap nelgara yang melnjadi pihak dalam 

konvelnsi dihimbaul ulntulk belrkolaborasi mellaluli prosels Multulal Lelgal Assistancel (MLA) 

selbagai bagian dari ulsaha belrsama dalam ulpaya pelmbelrantasan tindak pidana korulpsi (Mateli 

& Drulmasul, 2015). 

UlNCAC yang tellah diratifikasi olelh Indonelsia melngatulr aspelk-aspelk selpelrti 

pelrlindulngan keldaullatan, keltelntulan waktul, yulrisdiksi, dan elkstradisi. Melskipuln delmikian, 

tantangan dalam melnangani pellakul keljahatan yang mellarikan diri masih ada, dan 

keltelrlambatan selring telrjadi dalam pelnanganan keljahatan tradisional. 

MLA dalam masalah pidana melnjadi pelnting bagi nelgara yang tidak melmiliki pelrjanjian 

elkstradisi. Indonelsia tellah melnjalin pelrjanjian MLA bilatelral delngan belbelrapa nelgara dan julga 

telrlibat dalam pelrjanjian mulltilatelral, telrultama di tingkat relgional ASElAN. Ulndang-Ulndang 

Nomor 1 Tahuln 2006 telntang Bantulan Timbal Balik dalam Masalah Pidana melngatulr lingkulp, 

proseldulr Multulal Assistancel Relqulelst, dan pelmbagian hasil tindak pidana yang disita. 

Pelnjellasan melngelnai pasal-pasal yang dianggap signifikan dalam Multulal Lelgal 

Assistancel dan Elkstradisi, seljalan delngan argulmeln pelnullis telrkait telori pidana dan pelrjanjian 

intelrnasional, melnyoroti prinsip hulkulm pidana, selpelrti Nelbis In Idelm. Pelnullis belrpelndapat 

bahwa prinsip ini melmiliki implikasi hulkulm, telrultama dalam kontelks prosels pelradilan, 

telrultama dalam ranah pelradilan pidana intelrnasional. Sellain itul, keltika dipelrtimbangkan dalam 

kelrangka Multulal Lelgal Assistancel dan Elkstradisi, prinsip ini melmainkan pelran pelnting keltika 

dihulbulngkan delngan telori pidana (Rahmiati elt al., 2023). 

Pasal 46 UlNCAC melwajibkan nelgara ulntulk melmbelrikan bantulan timbal balik 

selpelnulhnya dalam masalah pidana. Bantulan ini mellibatkan seljulmlah tuljulan, telrmasulk 

pelngulmpullan bulkti, pelnggelleldahan, pelrampasan, dan pelmbelkulan aselt hasil keljahatan. 

Melskipuln nelgara tidak dipelrkelnankan melnolak bantulan timbal balik delngan alasan 

kelrahasiaan bank, kelndala mulncull karelna pelrbeldaan sistelm hulkulm antar nelgara. 

Melskipuln Indonelsia tellah melratifikasi UlNCAC dan UlNTOC, pelnullis belrpelndapat 

bahwa pelrlul ada pelngelmbangan melkanismel ataul peldoman khulsuls telrkait Multulal Lelgal 

Assistancel (MLA) dan Asselt Relcovelry ulntulk pelnanganan korulptor yang melmiliki aselt di lular 

nelgelri. Dipelrlulkan relgullasi dan relzim khulsuls ulntulk pelngambilalihan aselt dari tindak pidana 

korulpsi mellaluli melkanismel pelrjanjian elkstradisi, yang pelrlul diulsullkan dan dibahas olelh DPR 

RI belrsama Prelsideln ulntulk melndapatkan pelrseltuljulan dan melngikat keldula nelgara. 
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KESIMPULAN 

Dalam melnghadapi tantangan pelmbelrantasan tindak pidana korulpsi di Indonelsia, 

pelngatulran tindak pidana korulpsi pelrlul dipelrkulat delngan melmpelrtimbangkan idelologi bangsa 

yang belrlandaskan pada Pancasila. Pancasila dan UlUlD 1945 melnjadi landasan idiil yang 

melnginspirasi pandangan hidulp, dan pelrlulnya pelrhatian telrhadap nilai-nilai ini ulntulk 

melngatasi dampak bulrulk korulpsi, selpelrti kelmelrosotan moral dan keltidakpeldullian telrhadap 

manipullasi. 

Pelrjanjian elkstradisi melnjadi instrulmeln pelnting dalam pelnelgakan hulkulm pidana 

intelrnasional telrhadap pellakul tindak korulpsi. Kelrjasama intelrnasional, khulsulsnya dalam 

mellacak, melmbelkulkan, melnyita, dan melngelmbalikan aselt-aselt hasil korulpsi yang belrada di 

lular nelgelri, melrulpakan langkah krulsial. Melskipuln pelrjanjian elkstradisi tellah diakuli, pelrlulnya 

harmonisasi pelrulndang-ulndangan nasional dan pelningkatan kelrjasama telknis intelrnasional 

melnjadi fokuls pelrbaikan. 

Kelrjasama hulkulm timbal balik (Multulal Lelgal Assistancel/MLA) melmiliki pelran stratelgis 

dalam relstitulsi aselt yang dipelrolelh dari tindak pidana korulpsi. Melskipuln tellah ada belbelrapa 

pelrjanjian MLA, dipelrlulkan pelngelmbangan melkanismel dan peldoman khulsuls telrkait MLA dan 

pelmullihan aselt telrhadap korulptor yang melmiliki aselt di lular nelgelri. Pelran sanksi dan hulkulman 

telrhadap pellakul tindak pidana korulpsi haruls dipelrkulat delngan implelmelntasi yang elfelktif dan 

konsisteln.  

 

Saran (Rekomendasi): 

1. Melningkatkan kelsadaran masyarakat akan nilai-nilai Pancasila dan melndalaminya 

selbagai landasan moral dalam kelhidulpan selhari-hari. 

2. Melngintelnsifkan kelrjasama intelrnasional, telrultama dalam mellacak, melmbelkulkan, 

melnyita, dan melngelmbalikan aselt-aselt hasil korulpsi yang belrada di lular nelgelri. 

3. Melrulmulskan relgullasi ataul relzim khulsuls telrkait pelngambilalihan aselt dari tindak pidana 

korulpsi mellaluli melkanismel pelrjanjian elkstradisi dan kelrjasama hulkulm timbal balik 

(MLA). 

4. Melmpelrkulat pelnelgakan hulkulm pidana intelrnasional delngan melningkatkan harmonisasi 

pelrulndang-ulndangan nasional, telrultama dalam kontelks pelncelgahan dan pelmbelrantasan 

korulpsi. 

5. Melndorong transparansi dan akulntabilitas dalam pelnelgakan hulkulm pidana intelrnasional 

selrta melmbelrikan sanksi dan hulkulman yang telgas telrhadap pellakul tindak pidana korulpsi. 

6. Telruls belrpartisipasi aktif dalam forulm intelrnasional yang melmbahas isul-isul korulpsi dan 

belrkontribulsi pada pelmbulatan pelratulran dan standar intelrnasional yang lelbih elfelktif. 

 

Implelmelntasi saran di atas diharapkan dapat melmpelrkulat fondasi hulkulm dan moral 

dalam ulpaya pelmbelrantasan korulpsi, melmbelrikan elfelk jelra telrhadap pellakul, selrta melmbanguln 

citra positif Indonelsia dalam kancah intelrnasional. 
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